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Abstract :
There is no improvement in the quality of education apart from the role of teachers as the center of the learning process. Therefore, improving teachers' self-efficacy is very important and sustainable. One of the government's efforts to improve teacher professionalism is teacher certification, which recognizes teacher competence. This program not only offers professional allowances, but also encourages teachers to develop professionally, socially, personally, and pedagogically. How the teacher certification process helps improve teachers' overall self-efficacy is the subject of this study. The method used is to conduct literature research and analysis of literature related to the implementation of teacher certification in Indonesia. The results of the study show that the certification process encourages teachers to participate more actively in professional development programs, such as workshops, seminars, and online training. Certification also increases self-confidence and professional responsibility. It also increases commitment to the task and role as an educator. However, the success of this program is highly dependent on consistent implementation, an unbiased evaluation system, and support from the government, educational institutions, and the teacher community. Teacher certification is a long step towards improving the quality of education, not just an administrative requirement. This is because certification is part of a longer process to produce teachers who are innovative, flexible, and able to face the challenges of the times.
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Abstrak :
Tidak ada peningkatan kualitas pendidikan terlepas dari peran guru sebagai pusat proses pembelajaran. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan diri guru sangat penting dan berkelanjutan. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme guru adalah sertifikasi guru, yang mengakui kompetensi guru. Program ini tidak hanya menawarkan tunjangan profesi, tetapi juga mendorong guru untuk berkembang secara profesional, sosial, kepribadian, dan pedagogik. Bagaimana proses sertifikasi guru membantu peningkatan kemampuan diri guru secara keseluruhan adalah subjek penelitian ini. Metode yang digunakan adalah melakukan penelitian literatur dan analisis literatur yang berkaitan dengan implementasi sertifikasi guru di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses sertifikasi mendorong guru untuk berpartisipasi lebih aktif dalam program pengembangan profesional, seperti workshop, seminar, dan pelatihan online. Sertifikasi juga meningkatkan rasa percaya diri dan tanggung jawab profesional. Ini juga meningkatkan komitmen terhadap tugas dan peran sebagai pendidik. Namun demikian, keberhasilan program ini sangat bergantung pada pelaksanaan yang konsisten, sistem evaluasi yang tidak bias, dan dukungan dari pemerintah, institusi pendidikan, dan komunitas guru. Sertifikasi guru adalah langkah panjang menuju peningkatan kualitas pendidikan, bukan hanya syarat administratif. Ini karena sertifikasi adalah bagian dari proses yang lebih panjang untuk menghasilkan guru yang inovatif, fleksibel, dan mampu menghadapi tantangan zaman.
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PENDAHULUAN
Guru mempunyai peran utama dalam proses belajar mengajar dan memerankan salah satu peran penting pemerintah Indonesia. Hal ini terutama disebabkan oleh berbagai masalah yang telah berlangsung lama, termasuk kurangnya jaminan kesejahteraan bagi para guru. Meskipun mereka memegang peranan yang sangat jelas dan memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan guru masih sering kali tidak terjamin.
Sampai sekarang, guru dengan posisi PNS yang cukup terjamin, dan kualitas pendidikan masih kurang dari yang diharapkan, bahkan lebih banyak guru. Mereka yang memiliki kemampuan akademik yang lebih baik tetap menjadi guru honorer. Sangat penting bagi guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan karena guru yang baik selalu memiliki cara terbaik untuk memberikan pengetahuan mereka. Salah satu tindakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kesejahteraan guru. Guru yang medapat sertifikasi akan menerima tunjangan gaji pokok, dan program sertifikasi merupakan syarat guru demi memperoleh tunjangan profesi.[footnoteRef:2] [2:  Laila Madina, “Peran Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Kemampuan Tenaga Pendidik Di Indonesia,” Jurnal Pofesi Kependidikan 1, no. 1 (2023): 3.] 

Sejalan dengan berkembangnya di zaman sekarang, dalam aspek kehidupan masyarakat mengalami perkembangan yang signifikan serta mendorong individu untuk terus menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Dalam konteks ini, pendidikan sangat penting dan strategis dalam meningkatkan kualitas SDM. Perubahan global ini menimbulkan tuntutan terhadap peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan, khususnya dalam hal kualitas guru yang dituntut untuk menjadi tenaga pendidik profesional. Guru memiliki peran sentral dalam meningkatkan mutu pendidikan. Ia bukan hanya bertanggung jawab untuk mengajar, tetapi juga bertindak sebagai guru yang membentuk moral, budaya, dan karakter siswa. Guru di semua jenjang dan satuan pendidikan harus memiliki komitmen profesional dan memiliki kemampuan untuk mengajar, mencerdaskan, dan membentuk kepribadian peserta didik demi menciptakan generasi yang lebih baik.
Seorang profesional adalah orang yang menjalankan pekerjaan tertentu yang lebih kompleks dibandingkan pekerjaan biasa dan membutuhkan waktu yang lama untuk belajar dan memperoleh keterampilan, kemampuan, dan pengetahuan yang luas. Pendidikan profesi adalah jenjang perguruan tinggi untuk menyelesaikan program sarjana, dan bertujuan untuk membekali mahasiswa agar siap bekerja di bidang yang memerlukan keahlian khusus. Salah satu bentuk pendidikan profesi adalah Pendidikan Profesi Guru (PPG), yang dirancang sebagai sarana untuk menghasilkan tenaga pendidik yang professional. PPG ditujukan untuk lulusan sarjana kependidikan atau S1/D4 non-pendidikan yang ingin menjadi pengajar. Program ini dapat membantu kompetensi guru yang sesuai dengan standar kependidikan nasional. Diharapkan bahwa peserta didik akan memperoleh sertifikasi pendidik profesional melalui program ini, yang mencakup PAUD, SD, SMP, dan SMA.[footnoteRef:3] [3:  Halimah As Sa’diyah, “Pendidikan Profesi Guru (PPG) Sebagai Upaya Peningkatan Profesional Guru,” Seri Publikasi Pembelajaran 1, no. 1 (2023): 1–12.] 

Menurut UU Nomor 14 Tahun 2005 bab IV pasal 8 tentang Guru dan Dosen, seorang guru wajib memenuhi tujuan pendidikan nasional serta memiliki sertifikat pendidik, kesehatan jasmani dan rohani, dan kualifikasi akademik. Berdasarkan ketentuan itu, implementasinya membawa dampak di berbagai aspek, baik secara personal dan profesional, sosial, ekonomi, politis, maupun kelembagaan. Secara personal dan profesional, pendidik atau calon pendidik yang belum memiliki persyaratan tidak layak untuk menjalankan keprofesian, sedangkan bagi mereka yang sudah menjabat, diwajibkan mengikuti prosedur seperti peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi. Dari sisi sosial, hal ini dapat meningkatkan guru sebagai profesi yang memiliki nilai dan kedudukan yang sama dengan profesi lainnya. Dalam aspek ekonomi, pelaksanaan kebijakan ini memerlukan dukungan pembiayaan yang memadai dari pemerintah. Secara politis, penerapan aturan ini perlu diiringi dengan regulasi dan prosedur yang tegas dan transparan. Sementara dari sisi kelembagaan, lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dituntut agar dapat menyesuaikan diri melalui program-program yang relevan guna mendukung implementasi kebijakan tersebut secara optimal.[footnoteRef:4] [4:  Bakar Abu, “Model Prosedur Sertifikasi Guru,” Jurnal Administrasi Pendidikan 5, no. 1 (2007): 12, http://ejournal.upi.edu/index.php/JAPSPs/article/view/6183.] 

Perguruan tinggi yang mempunyai program pendidikan yang telah melewati sertifikasi. Tujuan program ini adalah untuk memberikan sertifikat kepada pendidik yang telah memenuhi syarat untuk menjadi tenaga kependidikan yang profesional. Pendidik yang memiliki sertifikat profesi berhak atas tunjangan profesi. Sertifikat kompetensi pendidik merupakan pengakuan resmi bahwa seorang guru telah memenuhi syarat sebagai tenaga profesional. Ini karena sertifikasi merupakan uji kompetensi yang dilakukan oleh calon guru untuk memberikan pengakuan atas kemampuan mereka atau untuk meningkatkan kompetensi mereka sesuai dengan bidang mereka.
Sertifikasi adalah bukti formal yang mengakui dan menghargai pendidik sebagai tenaga profesional karena mereka memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian tertentu. Posisi pendidik sebagai tenaga profesional sangat penting untuk menjunjung martabat serta peranan mereka sebagai pengajar untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan nasional.
Guru dengan motivasi tinggi cenderung mengembangkan program pembelajaran yang inovatif. Terdapat empat aspek dorongan kerja pendidik, yakni misi, keuletan, target kerja, dan keberhasilan kerja. Inspirasi kerja ini merupakan gerakan dari dalam diri guru untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya secara optimal. Guru yang mempunyai semangat kerja tinggi dan dedikasi akan mencapai hasil yang sejalan dengan tujuan yang diharapkan.[footnoteRef:5] [5:  Asep Suryana, “Suryana, A. (2005). Akreditasi, Sertifikasi Dan Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan. Jurnal Administrasi Pendidikan, 3(2).,” Jurnal Administrasi Pendidikan 3, no. 2 (2005): 1–14.] 

METODE
Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif yang berbentuk kepustakaan (library relselarch), karena subjek penelitian adalah literatur kepustakaan karena peneliti menggunakan data dari buku, artikel, jurnal, dan tulisan tertentu. Metode tinjauan pustaka digunakan dalam artikel ini, di mana berbagai sumber informasi seperti buku, jurnal ilmiah, dan situs web dikumpulkan dan dianalisis. yang telah kami analisis untuk mengambil kesimpulan yang relevan dan sesuai dengan perspektif kami. Kami menggunakan teknik analisis konten untuk mengumpulkan berbagai sumber yang kami butuhkan untuk mengelompookan, menelaah, dan kemudian memberikan komentar dan membuat kesimpulan berdasarkan analisis kami. 
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. PENGERTIAN SERTIFIKASI
Menurut KBBI, istilah “sertifikasi” dijelaskan sebagai “penyertifikatan”. Sertifikasi adalah bentuk pengakuan resmi yang diserahkan kepada pendidik  sebagai pendidik yang kompeten melalui sertifikat. Sertifikasi menunjukkan seseorang telah diakui mempunyai kemampuan yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Selain itu, sertifikasi ialah proses penetapan terhadap pendidikan profesional yang telah memenuhi standar kompetensi tertentu untuk menjalankan metode belajar mengajar. Selain itu, sertifikasi juga melibatkan penggunaan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan. Istilah "certify" yang berasal dari kata Inggris, berarti pengakuan resmi dalam bentuk diploma terhadap kemampuan atau keahlian tertentu yang dimiliki seseorang dalam pekerjaan tertentu.
Sertifikasi dapat diartikan sebagai sertifikat yang diserahkan kepada seorang profesional oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Tujuan dari pemberian ini adalah untuk menyatakan bahwa seseorang layak menjalankan tugas dalam profesinya. Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 Ayat 11, sertifikasi merupakan penyerahan sertifikat kepada guru dan dosen sebagai pendidik yang telah memenuhi syarat tertentu. Pendidik dengan lisensi ini berhak atas tunjangan profesi dari pemerintah sebesar satu kali gaji mereka. Kebijakan negara untuk meningkatkan kemampuan guru melalui program sertifikasi ini. Namun, National Commission on Educational Services (NCES) menyatakan bahwa sertifikasi adalah suatu proses yang dapat didukung untuk mengevaluasi kemampuan seorang calon guru untuk mendapatkan izin dan wewenang untuk mengajar.[footnoteRef:6] [6:  Munawir Munawir, Arum Nur Aisyah, and Inayatur Rofi’ah, “Peningkatan Kemampuan Guru Melalui Sertifikasi,” Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan 7, no. 2 (2022): 324–29, https://doi.org/10.29303/jipp.v7i2.360.] 

kapabilitas guru dalam kegiatan pengajaran dan tujuan pembelajaran. Seorang Guru yang profesional memiliki keahlian dalam bidangnya, Mereka juga harus terus belajar dan menemukan peran sebagai guru yang berkualitas. Upaya untuk mendapatkan pendidikan yang baik adalah kualifikasi guru. Kualifikasi adalah kemampuan yang diperlukan untuk mencapai posisi tertentu. Cara guru melaksanakan kegiatan belajar mengajar menilai seberapa baik tujuan pembelajaran tercapai. Teori yang telah dipelajari harus memastikan bahwa keterampilan dalam pekerjaan sebagai guru didukung. Seorang guru yang berkualitas harus terus belajar dan mendalami fungsinya sebagai guru yang bermutu. Karena guru profesional harus memiliki kompetensi yang sesuai.
Menurut National Commission on Educatinal Services (NCES), "Sertifikasi adalah prosedur where by the state evaluates and reviews a teacher candidate's credentials and provides him or her a license to teach." Proses pemberian sertifikat pendidik dikenal sebagai sertifikasi guru. sertifikat ini diserahkan kepada pendidik yang sudah mencukupi persyaratan profesional guru. Persyaratan ini adalah bagian penting dari pembentukan sistem dan praktik pembelajaran yang lebih baik.
Tidak hanya diperlukan sertifikat pendidik untuk mencukupi persyaratan profesi yang mewajibkan kualifikasi dan sertifikasi, serta untuk memastikan bahwa guru mendapatkan tunjangan atau bonus profesi oleh negara. Tunjangan profesi ini merupakan syarat wajib bagi mereka yang bekerja dalam bidang tersebut untuk dapat hidup layak dan memadai, terutama mengingat bahwa guru masih tergolong berpengahasilan rendah yang harus mengorbankan kehidupan mereka sendiri.[footnoteRef:7] [7:  Ismi Marprini Rusi and Rusmiati Aliyyah, “Kualifikasi Guru Dan Sertifikasi Guru Dalam Tingkat Mutu Pendidikan Di Kalimantan Barat,” 2019.] 

Ketika seseorang pendidik telah mengantongi sertifikat, secara umum masyarakat akan menganggap bahwa mereka adalah pendidik yang profesional. Hal ini disebabkan karena mereka telah berhasil melewati ujian kompetensi. Namun, kenyataannya, kelulusan dari ujian kompetensi tidak secara otomatis menjamin bahwa seseorang akan benar-benar menjadi pendidik yang profesional. Walaupun pada dasarnya, target dari ujian kompetensi ini untuk membentuk pendidik yang berpengalaman. Konsep profesionalisme sendiri merupakan hasil dari proses dan langkah-langkah tertentu; oleh karena itu, seseorang baru dapat disebut profesional setelah melewati langkah-langkah tersebut.[footnoteRef:8] [8:  Lita Latiana, “Peran Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Profesionalisme Pendidik,” Edukasi 1, no. 3 (2019): 1–16, https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/edukasi/... · PDF file.] 

Pemerintah telah menetapkan standar penting yang harus dipenuhi oleh seorang guru sebelum mereka dapat mengajukan permohonan sertifikasi pendidik. Namun, masih ada kesalahan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaannya. Sangat penting untuk memahami urutan standar yang digunakan untuk menentukan kelulusan guru dalam ujian sertifikasi, yang terdiri dari : (1) masa kerja, (2) umur, (3) kelompok (bagi PNS), (4) tugas tambahan, (5) pencapaian kerja, dan (6) beban mengajar. Untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang masalah ini, penting untuk mengetahui urutan standar ini.
Namun, jika merefleksikan kembali program pemerintah yang mengatur kesetaraan pendidikan, yang mewajibkan guru memiliki pendidikan terakhir minimal S1 atau D4, muncul pertanyaan apakah penerapan kesetaraan ini sudah dilaksanakan secara menyeluruh di NKRI. Faktanya, masih ada pengajar yang belum memiliki gelar S1 atau D4. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam menilai program yang telah dilaksanakan. Pemerintah perlu meninjau apakah distribusi penyetaraan pendidikan ini sudah merata, serta melakukan pendataan secara menyeluruh, termasuk di daerah-daerah terpencil, selama masih dalam wilayah NKRI.[footnoteRef:9] [9:  Hasmiah Hasmiah, “Dampak Sertifikasi Terhadap Peningkatan Kualitas Mengajar Guru Di SD Negeri Kompleks IKIP Kota Makassar,” JEKPEND: Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan 3, no. 1 (2020): 37, https://doi.org/10.26858/jekpend.v3i1.12003.] 

Seseorang harus melaksankan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebelum dapat memperoleh sertifikat pendidik. Program ini ditujukan untuk lulusan sarjana kependidikan maupun S1/DIV non-kependidikan yang ingin menjadi guru profesional yang memenuhi kriteria pendidikan nasional, khususnya di pendidikan dasar, menengah, dan anak usia dini. Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Dalam pasal 2 Nomor 87 Tahun 2013 mengatur PPG. tujuan Program PPG yaitu:
1. menciptakan calon guru yang mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran.
1. memiliki kemampuan untuk melakukan bimbingan dan pelatihan bagi peserta didik.
1. memiliki kemampuan untuk melakukan eksplorasi dan mengembangkan keprofesian secara berkepanjangan.
Akta IV, yang tidak berlaku lagi sejak tahun 2005, menggantikan program ini, yang berlangsung selama satu hingga dua tahun. Lulusan program akan diberi gelar "Gr" di belakang namanya sebagai pengakuan profesionalisme dalam bidang pendidikan. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang sejalan dengan tujuan akhir program ini, yaitu mencetak pendidik yang mampu membangun kemampuan siswa untuk menjadi orang yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, terampil, kreatif, mandiri, dan masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab. Program Pengalaman Lapangan (PPL), praktik mengajar dengan rekan sejawat, perkembangan metode pembelajaran, latihan membentuk melalui simulasi atau pembelajaran mikro, dan pendalaman materi bidang studi dan pedagogik adalah semua bagian dari kurikulum PPG.[footnoteRef:10] [10:  Siti Julia, “Dampak Sertifikasi Guru Terhadap Kualitas Pendidikan Di Indonesia,” Jurnal Seri Publikasi Pembelajaran 1, no. 1 (2023): 1–12.] 

Dampak dari program sertifikasi guru terlihat jelas, terutama bagi para guru muda atau yang masih tergolong sebagai guru junior. Mereka diwajibkan mengikuti pendidikan dan pembinaan profesi selama 12 hari sebelum menjalani uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Para guru junior yang telah menyertai program ini mengungkapkan bahwa pendidikan dan pelatihan yang mereka jalani, beserta uji kompetensi dalam proses sertifikasi, memberikan banyak pengetahuan yang signifikan dalam mengembangkan kompetensi kepribadian mereka sebagai pendidik.[footnoteRef:11] [11:  Wanda Veronika, “Evektivitas Kebijakan Sertifikasi Guru (Suatu Studi Di SMA Negeri 1 Manado),” Jurnal Administrasi Publik VIII, no. 118 (2022): 57–63.] 

B. TUJUAN DAN TARGET AKHIR SERTIFIKASI
Peningkatan kinerja guru bersertifikasi seharusnya dapat mendorong perbaikan dalam prestasi belajar siswa, serta menciptakan perbedaan yang signifikan dibandingkan guru yang belum bersertifikat. Namun, saat ini muncul isu bahwa kebijakan sertifikasi guru dipersepsikan hanya sebagai sarana bagi guru untuk memperoleh tunjangan profesi demi kehidupan pribadi, sehingga melenceng dari tujuan awal kebijakan ini yang diharapkan untuk mampu meningkatkan kualitas pendidikan.
Dalam dialog publik yang diselenggarakan PGRI, Menteri Keuangan, sebagaimana dilansir Tempo Jakarta pada 2018, menyoroti beberapa isu krusial terkait sertifikasi guru. Ia menyatakan, "Saat ini sertifikasi tidak lagi memiliki makna yang sesungguhnya, sertifikasi hanya sekadar prosedur untuk mendapatkan tunjangan. Meski guru telah memperoleh sertifikat, tidak ada peningkatan profesionalisme dan tanggung jawab yang signifikan. Meski pemerintah telah menerbitkan sertifikat dan memberikan dukungan dana, langkah-langkah tersebut belum mampu meningkatkan mutu pendidikan dan kinerja guru tetap tidak berubah." Pada saat yang sama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan bahwa "proses sertifikasi saat ini tidak mencerminkan kemampuan guru yang sebenarnya."
Tujuan utama sertifikasi guru adalah untuk menumbuhkan profesionalisme di kalangan pendidik dalam menjalankan perannya. Diharapkan hal ini akan berdampak pada peningkatan kinerja baik dalam hasil belajar mengajar, maupun peningkatan kesejahteraan dan martabat guru, yang semuanya berkontribusi pada terwujudnya pendidikan nasional yang bermutu tinggi.
Memperoleh sertifikasi guru menawarkan banyak keuntungan, termasuk membangun keamanan bagi profesi guru dan mencegah praktik yang dapat merusak reputasi mereka. Lebih jauh lagi, sertifikasi guru bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru.
Untuk menguraikan manfaat sertifikasi guru, ada beberapa poin penting yang dapat diidentifikasi:
1. Berfungsi untuk melindungi profesi guru dari praktik pendidikan yang tidak bermutu yang dapat mencoreng nama baiknya.
2. Melindungi masyarakat dari praktik pendidikan yang tidak memadai dan tidak profesional.. 
3. Berfungsi sebagai langkah penjaminan mutu bagi Lembaga Pendidikan Guru (LPTK) yang bertugas menyiapkan calon guru dan mengawasi penyelenggara layanan pendidikan.
4. Melindungi lembaga dan personel pendidikan dari praktik pendidikan yang tidak profesional.
5. Menawarkan program untuk meningkatkan kesejahteraan guru yang berhasil lulus penilaian kompetensi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi.[footnoteRef:12] [12:  Rafikhah Subekti et al., “Analisis Kebijakan Sertifikasi Terhadap Kinerja Guru SD Negeri Kecamatan Bangkinang,” Jurnal Dimensi Pendidikan Dan Pembelajaran 12, no. 1 (2024): 54–71, https://doi.org/10.24269/dpp.v12i1.7757.] 

Profesionalisasi guru merupakan perjalanan berkelanjutan yang mencakup berbagai elemen. Ini termasuk terlibat dalam kegiatan pendidikan, berpartisipasi dalam program pelatihan, menerima pembinaan dari organisasi profesional, dan membina lingkungan kerja yang mendukung. Pengakuan publik terhadap profesi guru, kepatuhan terhadap kode etik, proses sertifikasi, dan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru semuanya memainkan peran penting dalam pengembangan ini. Lebih jauh, pemberian penghargaan dan insentif juga memberikan kontribusi yang signifikan untuk menumbuhkan semangat profesionalisme di kalangan pendidik. Bersama-sama, aspek-aspek yang saling terkait ini bekerja secara harmonis untuk meningkatkan standar profesionalisme guru.[footnoteRef:13] [13:  Purnamansyah, “Program Sertifikasi Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru,” Jurnal Muara Pendidikan 3, no. 2 (2018): 169–82.] 

Direktorat Jenderal Pembinaan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan Nasional, menjabarkan tujuan dan manfaat sertifikasi guru sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-undang ini menggarisbawahi pentingnya sertifikasi guru, kesempatan untuk mengembangkan diri, dan jalur bagi lulusan nonpendidikan. Untuk memenuhi tujuan pendidikan nasional dan berperan efektif sebagai agen pembelajaran, guru harus mencapai hal-hal berikut:
1. Meningkatkan proses dan kualitas hasil Pendidikan.
2. Meningkatkan profesionalisme guru.
Dari ikhtisar ini, jelas bahwa sertifikasi ditujukan untuk meningkatkan standar pendidikan secara keseluruhan. Ini menandakan bahwa guru yang memperoleh sertifikasi ini telah berhasil menjalani proses seleksi, sehingga memenuhi syarat sebagai pendidik profesional. Dengan memastikan mereka memberikan pendidikan yang berkualitas, guru-guru bersertifikat ini telah menunjukkan profesionalisme mereka melalui proses seleksi sertifikasi guru yang ketat.[footnoteRef:14] [14:  Joko Herlambang, “Studi Tentang Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Semangat Kerja Dan Kesejahteraan Guru Di Kota Samarinda,” Ejournal Ilmu Pemerintahan 10, no. 3 (2022): 618–29.] 

Selain itu, keuntungan sertifikasi daya kependidikan mencakup penanganan dan jaminan mutu. Pengawasan mutu pendidikan dilakukan melalui peningkatan profesionalisme tenaga pendidik melalui program pelatihan berkualitas tinggi dan upaya belajar mandiri. Sementara itu, sertifikasi menyerahkan jaminan atau pengamanan profesi bagi guru yang telah disertifikasi.[footnoteRef:15] [15:  Yopa Taufik Saleh, “Sertifikasi Untuk Meningkatkan Profesionalisme Guru,” Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran 5, no. December (2015): 118–38.] 

Sertifikasi dapat memperkuat komitmen guru terhadap pekerjaan mereka. Jika dibandingkan dengan guru yang belum tersertifikasi, guru yang telah tersertifikasi cenderung lebih berkomitmen. Seringkali, Guru yang belom terserifikasi tidak fokus pada pekerjaan mereka sebagai guru, dan mereka cenderung mencari cara lain untuk mendapatkan uang. Untuk mengubah guru yang terserifikasi menjadi terserifikasi, peran kepala sekolah sangat signifikan. Kepala sekolah wajib membimbing dan membina agar proses kaderisasi guru di jenjang pendidikan dasar dapat dilakukan dengan baik. Untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan meningkatkan akreditasi sekolah, salah satu tugas manajemen harus dilakukan.[footnoteRef:16] [16:  Alfian Husin, Ramdhan Witarsa, and Nurmalina Nurmalina, “Pengaruh Sertifikasi Guru Terhadap Profesionalisme Dan Kinerja Guru Pada Jenjang Pendidikan Dasar,” Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar 8, no. 1 (2023): 4089–98, https://doi.org/10.23969/jp.v8i1.7142.] 

Pelaksanaan program sertifikasi ini bertujuan untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat guru serta meningkatkan peran profesionalnya, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pembelajaran dan pendidikan secara nasional. Tujuan utama sertifikasi guru adalah untuk memastikan bahwa pendidik memiliki keterampilan yang diperlukan untuk unggul dalam profesinya, sehingga dapat menumbuhkan profesionalisme, meningkatkan persiapan pendidikan, dan meningkatkan kinerja. Hal ini pada gilirannya akan membantu mempercepat pencapaian tujuan pendidikan nasional.
Peningkatan kualitas guru melalui program sertifikasi merupakan langkah penting untuk memajukan standar pendidikan. Prinsip yang mendasarinya adalah bahwa ketika kompetensi guru dijaga secara efektif dan didukung oleh kesejahteraan yang memadai, kinerja mereka dapat mencapai tingkat yang optimal. Kinerja yang baik tersebut kemungkinan akan memperkaya proses belajar mengajar, yang diharapkan dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas tinggi. Dasar pemikiran ini menyoroti pentingnya sertifikasi bagi guru, yang menekankan perannya dalam meningkatkan hasil pendidikan.[footnoteRef:17] [17:  M I HAFIZUDDIN, “Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Sertifikasi Guru Pada Upt. Sd Negeri 066661 Medan Dengan Metode Profile Matching,” no. July (2021), http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/handle/123456789/4383.] 

Dalam hal efektivitas, pemberian sertifikasi profesi guru menghadirkan sejumlah persoalan. Meskipun gaji yang diterima cukup besar, banyak guru yang tidak memperluas pengetahuannya di dunia pendidikan. Sebaliknya, mereka cenderung menghabiskan gaji tersebut untuk membeli barang-barang mewah. Fenomena ini membuat tujuan dari diadakannya sertifikasi guru menjadi tidak tercapai dengan tepat.[footnoteRef:18] [18:  Asiva Noor Rachmayani, “No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title,” 2015, 6.] 

Dengan demikian, program sertifikasi guru menawarkan harapan besar bagi para pendidik. Selain upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja para guru, terdapat juga niat untuk memperbaiki taraf hidup mereka. Tak heran jika isu ini disambut positif di kalangan dunia pendidikan, terutama oleh para pendidik itu sendiri. Harapan tersebut semakin konkret ketika pemerintah menerbitkan Peraturan Nomor 38 Tahun 2020 yang dibuat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai Prosedur Memperoleh Sertifikat Pendidik bagi Guru. Namun, di tengah antusiasme ini, terdapat sejumlah oknum di kalangan pendidik yang, demi mendapatkan sertifikasi, rela menggunakan segala cara. Hal ini mereka lakukan demi meraih kesejahteraan yang dijanjikan oleh program sertifikasi guru.[footnoteRef:19] [19:  Janantri Pasa and Mahatma Mahatma, “Kepribadian Guru Dari Perspektif Siswa,” Jurnal Ilmiah Mandala Education 7, no. 3 (2021): 288–94, https://doi.org/10.58258/jime.v7i3.2272.] 

C. KOMPONEN SERTIFIKASI
Program sertifikasi guru berfungsi sebagai tolok ukur yang dikeluarkan pemerintah yang mencerminkan upaya untuk meningkatkan dan mengevaluasi efektivitas guru. Prakarsa ini meminta pertanggungjawaban pendidik atas kinerja profesional mereka dalam mengajar dan belajar. Untuk memenuhi syarat sertifikasi, guru harus menunjukkan berbagai kompetensi, termasuk kemampuan pedagogis, keterampilan kognitif, sifat pribadi, dan kompetensi sosial. Guru yang menunjukkan kualitas ini akan disertifikasi sebagaimana mestinya.[footnoteRef:20] [20:  Franky Franky and Rachima Savira, “Pengaruh Program Sertifikasi Dan Kompetensi Guru Terhadap Kinerja Guru,” KELOLA: Jurnal Ilmiah Manajemen 7, no. 1 (2021): 17–32, https://doi.org/10.32509/kelola.v7i1.1370.] 

kemampuan individu seorang guru, terutama dalam pelaksanaan pembinaan dan bimbingan belajar. Hal ini mencakup pembinaan terhadap siswa yang mengalami kesulitan belajar serta siswa yang menghadapi masalah. Oleh karena itu, dari sudut pandang kemampuan pribadi, guru perlu dilibatkan dalam proses pengelolaan manajemen pendidikan.[footnoteRef:21] [21:  Sakila Safa Nika and Nina Rahayu, “Pengembangan Profesionalitas Guru Melalui Pendidikan Profesi Guru (Ppg) Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Indonesia.,” Nizhamiyah 14, no. 1 (2024): 81, https://doi.org/10.30821/niz.v14i1.1630.] 

Namun, pengembangan profesionalisme guru bergantung pada banyak hal. Ini termasuk pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap diri, dan kebiasaan. Untuk meningkatkan keempat kompetensi tersebut, baik sekolah maupun pendidik harus melakukan pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan bidang keahlian mereka. Ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang diatur dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, yang mewajibkan guru untuk terus meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik mereka sesuai dengan kemajuan teknologi.
Dalam dunia pendidikan, sertifikasi sangat penting bagi semua pesertanya, khususnya para pendidik yang memegang peranan penting dalam bidang tersebut. Jika diseleksi secara lebih spesifik, para individu ini disebut sebagai guru dan dosen. Namun, siapa saja yang memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikasi? Proses sertifikasi memiliki dua tujuan utama: sertifikasi dirancang untuk lulusan dari latar belakang pendidikan dan non-pendidikan yang ingin menekuni profesi mengajar sebagai alternatif karier, serta bagi mereka yang sudah menjadi guru.
Calon guru dari kedua latar belakang tersebut harus lulus ujian awal terlebih dahulu sebelum melanjutkan proses sertifikasi. Setelah itu, mereka diharuskan untuk menyelesaikan kursus pengembangan profesional. Calon yang lulus ujian kompetensi selanjutnya akan ditetapkan sebagai guru profesional. Selain itu, terdapat sistem tersendiri bagi lulusan S1 yang tidak berniat untuk mengajar, serta bagi lulusan non-pendidikan yang bercita-cita untuk memasuki profesi guru.
Bagi guru saat ini, persyaratan sertifikasi telah ditetapkan dengan jelas. Menurut Pasal 11 UUGD, guru hanya dapat disertifikasi jika memenuhi kriteria tertentu. Pasal 9 mengatur bahwa kualifikasi pendidikan minimal sarjana atau Diploma IV diperlukan untuk sertifikasi. Secara hukum, setiap orang yang ingin mendapatkan sertifikasi harus memiliki setidaknya gelar sarjana atau Diploma IV. 
Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut mengkategorikan guru menjadi dua kelompok, yang keduanya mensyaratkan minimal gelar sarjana. Kelompok pertama terdiri dari mereka yang memiliki sertifikasi pendidikan S1/D4, berkualifikasi di bidang pendidikan atau non-pendidikan, dan telah berhasil menyelesaikan proses sertifikasi guru melalui uji kompetensi yang relevan dengan jenjang dan bidang pendidikannya, kemudian menerima sertifikasi setelah lulus.[footnoteRef:22] [22:  Fernandes Arung, “Sertifikasi Guru,” PT Kolaka Pos Intermedia - Suara Pembaca, 2015, 16–83.] 

Sertifikasi berfungsi sebagai standar penilaian kompetensi guru. Sebagai bentuk pengakuan atas prestasi ini, guru yang berhasil memperoleh sertifikasi berhak memperoleh tunjangan profesi yang setara dengan gaji pokoknya. Pemerintah bermaksud meningkatkan kinerja guru melalui proses sertifikasi ini.
Profesionalitas seorang guru dapat dievaluasi dari berbagai aspek, seperti perbaikan kualitas pembelajaran melalui pemanfaatan berbagai elemen pendukung. Hal ini mendorong guru untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitas mereka. Penguasaan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya dalam bentuk menulis buku, menghasilkan karya ilmiah, melakukan penelitian, dan menciptakan alat peraga, menjadi indikator penting dalam menilai profesionalitas guru. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi, seperti internet, dalam proses pembelajaran juga berkontribusi terhadap hal ini.
Semangat untuk terus berkembang demi peningkatan kualitas dalam bidang pembelajaran, administrasi, dan pengembangan diri sangat mempengaruhi kualitas hasil belajar. Komitmen guru sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan sekolah. Komitmen adalah tentang melakukan janji dan tanggung jawab. Ini mencerminkan keputusan individu untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu kegiatan. Mereka yang memiliki komitmen yang kuat tidak akan ragu dalam menentukan sikap mereka dan akan bertanggung jawab atas keputusan mereka. Tugas guru dapat menjadi sulit dan tidak efektif jika mereka tidak berkomitmen.[footnoteRef:23] [23:  Universitas Wr and Supratman Surabaya, “Fakultas Ekonomi Universitas WR .” 2, no. 01 (2017): 25–34.] 

D. PROSEDUR PELAKSANAAN SERTIFIKASI
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012, guru berkualifikasi S2 atau S3 yang tergolong golongan IV/b atau IV/c wajib menyerahkan dokumen untuk diverifikasi oleh asesor LPTK sebelum dapat memperoleh sertifikat guru. Proses verifikasi ini menilai kelayakan dokumen yang diserahkan. Apabila dokumen memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, guru akan memperoleh sertifikat. Namun, apabila tidak memenuhi kriteria, guru wajib mengikuti uji kompetensi awal. Jika berhasil lulus uji kompetensi ini, guru dapat melanjutkan ke ujian PLPG dan memperoleh nilai kelulusan yang akan menghasilkan sertifikat. Apabila tidak lulus, guru wajib mengikuti pembinaan atau pengembangan diri untuk meningkatkan kemampuannya.
Efektivitas proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kualitas guru. Kepala kelas harus memiliki kompetensi dan sertifikasi yang diperlukan untuk menjalankan perannya sebagai pendidik. Pengembangan guru yang profesional bergantung pada kombinasi kompetensi mengajar yang kuat dan sertifikasi resmi dari pemerintah. Oleh karena itu, sangat penting bagi guru untuk unggul dalam mengelola proses pembelajaran, karena kualitas guru yang baik mencakup keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab mereka secara efektif dan kemahiran mereka secara keseluruhan sebagai pendidik.[footnoteRef:24] [24:  Nana Surya Permana, “Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik Dengan Kompetensi Dan Sertifikasi Guru” 11, no. 1 (2017): 1–8.] 

Guru dapat memperoleh sertifikasi jika memenuhi persyaratan tertentu. Sertifikasi ini dapat diberikan melalui program pengadaan tenaga kependidikan terakreditasi yang disetujui oleh pemerintah. Saat ini, peraturan menteri menguraikan program sertifikasi guru, yang terbuka untuk semua pendidik tanpa sertifikat profesi, baik yang bekerja di sekolah negeri maupun swasta. Ada dua jalur untuk memperoleh sertifikat profesi:
1. Menyelesaikan program pendidikan profesi yang diikuti dengan ujian sertifikasi, dan peserta yang lulus akan menerima sertifikatnya.
2. Mengikuti ujian sertifikasi langsung yang diselenggarakan oleh universitas terakreditasi yang ditunjuk pemerintah. Ujian ini menilai keterampilan profesional guru sebagai fasilitator pembelajaran, dan mereka yang lulus juga akan diberikan sertifikat.[footnoteRef:25] [25:  Muh Arif Dalrohman, “Pengembangan Kompetensi Profesional Guru Sma/Ma” 5 (2016): 4.] 

Guru dengan kualifikasi S1/D-IV dapat memilih untuk menggunakan rencana portofolio atau PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru), tergantung pada kesiapan mereka. Mereka juga dapat mengikuti pembinaan dari dinas pendidikan setempat. Untuk pola portofolio, guru harus menyusun portofolio sesuai pedoman dan mengajukannya ke Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan untuk dinilai. Jika nilai portofolio memenuhi syarat, akan dilakukan verifikasi; jika tidak, guru harus mengikuti PLPG. Peserta PLPG harus mengikuti uji kompetensi awal dan akan lulus jika berhasil dalam uji kompetensi akhir. Peserta yang gagal dapat mengikuti ujian ulang dua kali. Jika tetap tidak lulus, mereka bisa mengembangkan kemampuan untuk mengikuti sertifikasi di tahun mendatang.[footnoteRef:26] [26:  Munawir, Aisyah, and Rofi’ah, “Peningkatan Kemampuan Guru Melalui Sertifikasi.”] 

Pembinaan bagi guru harus dilakukan secara berkelanjutan, karena esensi utama dalam profesi ini adalah guru harus menjadi seorang pembelajar seumur hidup. Sebagai seorang pendidik profesional yang telah memperoleh sertifikat pendidik, ada kewajiban untuk menjaga dan meningkatkan profesionalisme dalam perannya.
Pemanfaatan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di sekolah menengah perlu ditingkatkan untuk mendorong pengembangan profesional berkelanjutan. Inisiatif ini bertujuan untuk mengatasi tantangan pengajaran, memfasilitasi berbagi pengalaman di antara para pendidik, dan mendorong refleksi diri.
Berbagai lembaga berkolaborasi untuk membangun jaringan yang berfokus pada peningkatan profesionalisme guru secara berkelanjutan. Pelaku utama termasuk Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), perguruan tinggi setempat, dan Dinas Pendidikan Provinsi. P4TK akan memimpin pembentukan Tim Pengembangan Materi Pembelajaran untuk bermitra dengan perguruan tinggi dengan tujuan berikut:
1. Menganalisis dan menyiapkan materi pendidikan sebelum inisiatif. 
2. Menciptakan metode pembelajaran yang efektif
3. engembangkan protokol pelatihan untuk instruktur dan guru inti
4. Memberikan pelatihan untuk instruktur di LPMP
5. Menetapkan pola dan mekanisme untuk kegiatan KKG dan MGMP.
Selain itu, LPMP dan Dinas Pendidikan Provinsi akan memilih guru untuk bertugas sebagai Pengawas Mata Pelajaran di tingkat provinsi, yang memiliki beberapa tugas, antara lain:
1. Bertindak sebagai narasumber dan fasilitator
2. Mengembangkan dan membina inovasi
3. Memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan
Di sisi lain, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota akan mengangkat Pengawas Mata Pelajaran di tingkat daerah dan menetapkan Guru Inti untuk setiap mata pelajaran, yang akan bertanggung jawab untuk:
1. Memotivasi guru untuk terlibat aktif dalam KKG dan MGMP
2. Mengkoordinasikan kegiatan KKG dan MGMP
3. Mengembangkan perangkat pembelajaran
4. Bertindak sebagai narasumber untuk inisiatif KKG dan MGMP
Secara keseluruhan, KKG dan MGMP merupakan forum penting untuk pengembangan profesional, yang menawarkan berbagai kegiatan penting yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi guru.[footnoteRef:27] [27:  Tusriyanto, “Serifikasi Guru Sebagai Upaya Menciptakan Mutu Pendidikan,” Tarbawiyah 11, no. 1 (2014): 145–62, http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/tarbawiyah/article/view/365.] 

Sertifikasi sebagai pendidik dapat diberikan setelah memenuhi beberapa kriteria penting. Persyaratan tersebut meliputi: a) Keahlian akademis; b) Pelatihan dan pendidikan profesional; c) Pengalaman mengajar; d) Perencanaan dan pelaksanaan strategi pembelajaran; e) Evaluasi oleh atasan dan supervisor; f) Kompetensi akademis; g) Keterlibatan dalam pengembangan profesional; h) Partisipasi dalam forum ilmiah; i) Pengalaman organisasi dalam konteks pendidikan dan sosial; dan j) Pengakuan melalui prestasi yang relevan di bidang pendidikan.
Menurut Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Pasal 8 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005, guru diamanatkan memiliki kualifikasi akademik minimal D4/S1 dan menunjukkan kemampuan sebagai fasilitator pembelajaran. Hal ini mencakup berbagai dimensi, termasuk ciri kepribadian, keterampilan pedagogis, profesionalisme, dan kesadaran sosial. Untuk memformalkan kompetensi guru sebagai agen pembelajaran, sertifikat pendidik dikeluarkan. Kualifikasi akademik minimum ini biasanya dicapai melalui pendidikan tinggi, sedangkan sertifikat kompetensi pendidik diberikan setelah berhasil menyelesaikan ujian sertifikasi.[footnoteRef:28] [28:  Adhar Adhar, “Peran Sertifikasi Untuk Meningkatkan Motivasi Dan Kedisiplinan Guru Dalam Melaksanakan Pembelajaran,” Jurnal Ilmiah Islam Futura 13, no. 1 (2013): 71, https://doi.org/10.22373/jiif.v13i1.573.] 

KESIMPULAN
Sertifikasi berfungsi sebagai tolok ukur penting yang menggarisbawahi profesionalisme yang harus ditunjukkan oleh para pendidik dalam peran mereka. Sertifikasi memotivasi para guru untuk terus meningkatkan keterampilan mereka, memastikan proses pembelajaran berjalan efektif dan efisien. Guru yang telah tersertifikasi diharapkan untuk terus menyempurnakan keahlian mereka, baik itu dalam menyusun materi pengajaran, mengembangkan media pembelajaran, atau menguasai strategi pengajaran yang optimal. Selain itu, para pendidik harus mengikuti tren terkini, merangkul berbagai model, metode, dan sumber daya untuk memperkaya praktik pengajaran mereka dan menunjukkan profesionalisme mereka. Meskipun memperoleh sertifikasi penting karena menandakan kualitas dan komitmen seorang guru, sama pentingnya bagi para pendidik untuk terlibat dalam pengembangan profesional yang berkelanjutan. Ini termasuk mengasah kemampuan mereka dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengalaman belajar.
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